
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI IVHLUKU UTARA

PERATURAN BUPATI FIALMA}IERA BARAT
NOMOR 23 TA}IUN 2O2L

TENTANG

PEMBENTUKAIT UNIT PELAITSANA TEKITIS DAERAH (UPTDI
IIITIT PTLAI$ANA TTKITIS BUDIDAYA PADA DINAS I(ELAUTAN DAN PERIKANAIT

KABUPATEIT HALMATIERA BARAT

Menimbang : a.

DEITGAIV RATIMAT TUIIIIN YANG MATIA TSIA

BUPATI HALMATIERA BARAT,
bahwa untuk melaksanakal ketentuan Pasal 2O Ayat 1, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah yakni Pada Dinas atau Badan Daerah
Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD Kabupaten/Kota untuk
Me.lalrsalakan Kegiatan Teknis Operasional darr/atanu Kegiatan
Teknis Penunjang Tertentu dan dengan memperhatikal Peraturan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2O2l tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daera-h (UPTD);

bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana
dimaksud huruf a, telah sesuai dengan Rekomendasi Gubernur
Maluku Utara Nomor : 061.1123L1/SETDA perihal Rekomendasi
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Ha-lmahera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukann Unit PeLaksana Teknis Daerah (UPTD) Unit
Pelaksana Teknis Budidaya Pada Dinas Kelautan dan Perikanarl
Kabupaten Halmahera Barat.

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2000 (Lembaran Neragara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
73, Darurat Tahun 1957 tentalg Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat II Da]am. Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undalg;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan
Kabupaten Ha.lmahera Utara, Kabupaten Halrnahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keualgan Negara
(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tarnbahan lembaran Neraga Nomor +286);

Mengingat : 1.

b.

2.

J.



4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan
(I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2OO9 tentalg Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO9 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5a9fl;

6. Undalg-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor
244, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undaag-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OL4 Nomor 58, Tambahan
nlrmbaran Negara Nomor 56790 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 140, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Pembahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tarnbahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6aO\;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL9 Nomor 42);

l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang
Pedoman Pembentukan dan Kladifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pel,aksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OL7 Nomor a5\;

ll.Peraturan Daerah Ihbupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2O2L tentang Perubahan atas Peratural Daerah Nomor 6 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ha lmahera Barat;

l2.Peraturan Bupati HaLnahera Barat Nomor 31 Tahun 2Ol7 tentang
T\rgas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Halmahera Barat.

l3.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2O2t tentang
Pemtrahan Ketiga atas Struktur Peraturan Bupati Ha.lmahera Barat
Nomor 10 Tahun 2OL6 tentang Struktur Organisasi Peralgkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBENTUKAN UNIT PEI^AKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) UNIT
PELAKSANA TEKNIS BUDIDAYA PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN HALMAHER{ BAIA\T.



BAB I
KEIEITTUAIT UUUU

Pasal I
Dalam peratural Bupati ini yalg dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksalaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewena:rgan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupatel flalmahera Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daera-h Kabupaten HaLamahera Barat.
S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Hatnahera

Barat.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Halmahsla Barat.
T. Unit Pelaksana Teknis Budidaya yang selaljutnya disebut UPT Budidaya adaleh

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Halmahera Barat.

B. Kepala UPT adalah Kepala UPT Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halm ahera Barat.

g. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagial Tata Usaha pada Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada Dinas Ketautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat.

BAB II
PEMBETTUKATT

Pasal 2

Dengan Peratura:r Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Budidaya pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halrnahera Barat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pesal 3
(1) UPT Bud.idaya adatah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang berada

dibawah Pembinaan dan Pengendalian Dinas Perikanan dan Ketrautan Kabupaten
Halmahera Barat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
Dinas.

(2) UPT Budidaya dipimpin oleh Kepala UPT.

BAB ry
SUSUITAIT ORGAITISASI

Pasal 4

(1) UPT Budidaya merupakan UPT Kel.ras A.

(2) Susunan Organisasi UPT Budidaya terdiri dari:
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

(3) Bagax Susurran Organisasi UPT Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21

tercantum dalam I"ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad
Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAIT FIIITGSI

Bagian Kesatu
Umum
Pasd 5

UPT Budidaya mempunyai tugas penyelenggalaan, peLayanan, pengkajian,
pembenihan dan pembesaran budidaya darat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Budidaya
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan, pel,aksanaan,pengevaluasian, pengembangan teknologi

dan pengawasan budid ay a ikan;

(1)

(2)



b. pelaksalaan produksi, peuangkamn, penyaluran beuih dan pemtlesaran ikan;
c. pelaksanaan identifikasi dan pngembangan komoditi budidaya unggul; dan
d. memberikan pel,ayanan informasi di bidang perikanan budidaya kepada

masyarakat.

Bagian Kedua
Kepala IIPI

Pasd 5

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berada dibawah
dan bertanggun awab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) KepaJaUPT mempunyai tugas mel,aksanaan pelayartar\ pengkajian, pembenihan dan
pembesaran ikan.

Bagiau Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7
(1) Sub Bagian Tata Usaha sebageimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b

dipimpin oleh seorang Kepala 5s6 Segian Tata Usaha ya:rg berkedudukan dibawah
dan bertanggungiawab kepada Kepala UPT.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
pokok membantu Kepala UPT dalam mengelola penyusunan perencanaan,

ketatausahaan, ad.ministrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan

rumah tangga dan evaluasi kinerja di UPT Budidaya.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. pemberian bantuan kepada Kepala UPT dalam penyusunan rencara strategis dan

rencana kerja UPT BudidaYa;
b. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPT Budidaya;
c. peLaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPT Budidaya;
d. pelaksalaan pengelolaan administrasi keuangan UPT Budidaya;
e. pengkoordinasian dan singkronisasi tugas, program dan kegiatan Sub Unit pada

UPT Budidaya;
f. pengumpulan da:r pengolahan data laporan hasil kegiatan UPT Budidaya;
g. penyusunan laporan akuntabilitas dan kirierja UPT Budidaya;
h. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPT Budidaya; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8
(1) Kelompok Jabatan Fungsional ssfoagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c

mempunyai tugas melaksalakan sebagian tugas UPT Budidaya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

meLaksanakan tugasnya bertanggungiawab kepada Kepala UPT.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
sejuml,ah tenaga da-lam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahliarinya.
(a) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sifat,

jenis, kebutuhan, dan beban keda.
(5) Jenis dan jenjalg Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur

sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(6) Ketatalaksanaan mekanisme keq'a bagi kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh

Bupati.

Pasal 9
(1) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3), kelompok

jabatan fungsional dapat terdiri dari jabatan pelaksana.

a



(2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melaksanakan tugas teknis
maupun administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KER.'A
lagian Kesatu

Umum
Pasal 1O

(1) Kepala UPT baik secara teknik operasional maupun administratif berada dibawah
dan bertanggun jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, baik secara teknis operasional maupun administratif
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPT Budidaya menyelenggarakan koordinasi
dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.

(a) Setiap pegawai di lingkungan UPT Budidaya melakukan hubungan keq'a sema
secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang
berdasarkan aturan dan etika baik vertikal maupun horizontal.

(5) Dalam rangka optimalisasi keq'a UFT Budidaya, Kepala UPT dapat membentuk Sub
Unit dalam struktur organisasi dan diusulkan kepada Kepala Dinas.

(6) SubUnit sebagaimana diinaksud pada ayat (1) ditetapkan dengal Keputusan Kepala
Dinas sesuai kebutuhan dan usuLal dari Kepala UPT.

(7) Sub Unit dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang ditunjuk langsung oleh
Kepala UPT.

(8) Koordinator Sub Unit adalah Jabatal Non Struktural.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 11

(1) Kepala UPT wajib memberikan laporan akuntabilitas keq'a UPT Budidaya tentang
peLaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait
pada Dinas.

(2) Kepala UPT wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada
Dinas.

(3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedomal pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 12

(1) Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan dalam hal Kepal,a UPT berhalangan dalam
menjalankan tugasnya, Kepala UPT menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk
mewakili.

(2) Dalam hal Kepala UPT Budidaya dan Kepala 3s6 Bagian Tata Usaha berhala:rgan
untuk jangka waktu tertentu maka segala pengambilan keputusan diserahkan
kepada Kepala Dinas.

BAB VII
KEPEGAUIAIAN

Pasd 13

(1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
mel,alui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Bapeq'akat).

(2) Kepata UPT merupakan jabatan struktural Eselon lV I a.
(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV /b.
(4) Koordinator Unit di lingkungan UPT Budidaya diangkat dan diberhentikan oleh

Kepala UPT.



BAB VIII
PTUBIAYAAIT

Pasal 14

(1) Pembiayaan kegiatan UPT Budidaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Anggaral Pendapatan dal Belalja Negara, serta penerimaan
sumber Lain yang sah.

(2) Tatacara pengelolaan keuangan UPT Budidaya merupakan bogian dari
pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB TX
I(ETEITTUAN PERALIHAIT

Pasal 15

UPT yang teLah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap
melraksanakan tugasnya hingga akhir Tahun Anggaran 2021.

BAB X
I(ETEITTUAN PENUTUP

Pasal 16
HaI hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini
teknis pelaksanaurnnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berLaku pada tanggal diundangkan
mengetahuinya memerintahkal pengundangan Peraturan
menempatkan dalam berita daerah Kabupaten Halmahera Barat'

sepanjang mengenai

agar setiap orang
Bupati ini dengan

Ditetapkan di : Jailolo
pada Ianggal : Q OkVobor 2o2L

ERA BARAT,

JAMES UANG
Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : Q Ol<Vber 2o2l

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAIII(IL ABD. RADJAT(

BBRITAbAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR..?.,

Salinansesuai aslinga

Ass Bid Ekonomi & Pemb

Kadis Kelautan & Perikanan

Kabag Hukum & Orgs

Hukum dan Organisasi

JASON LALOMO, S.H,LLM
Pem

30128 200604 1 009
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LAMPIRAN

TENTANG

: PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : z3 TAHUN 2O2L
TANGGAL : 4 ot<To gEa 2O2l

: STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH IUPTD) UNIT
PEI,AKSANA TEKNIS BUDIDAYA PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KAI}UPATEN HALMAHERA BARAT TYPE. A

RA BARAT,

JAIYIES UANG

Ass Bid Ekonomi & Pemb

Kadis Kelautan & Perikanan

Kabag Hukum & Orgs

Kelompok jabatan
Fungsional


